
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 23 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PENUGASAN PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 

 CALON JEMAAH HAJI TAHAP KEDUA ATAU LANJUTAN  

KEPADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 

DI KABUPATEN BOGOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat 
(6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, jenis 
pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan calon 

jemaah haji tahap kedua atau lanjutan dilakukan di Dinas 
Kesehatan yang dikenakan tarif retribusi;  

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, pemeriksaan kesehatan 
tahap kedua dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara 

Kesehatan Haji Kabupaten di Puskesmas dan/atau rumah 
sakit pada saat Pemerintah telah menentukan kepastian 

keberangkatan jemaah haji pada tahun berjalan; 

  c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan 
pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua 

atau lanjutan serta melaksanakan ketentuan Peraturan 
Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

perlu menugaskan Pusat Kesehatan Masyarakat di 
Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pelayanan 
kesehatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 

tahap kedua atau lanjutan;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Penugasan Pelayanan Kesehatan 
Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua 

atau Lanjutan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat pada 
Dinas Kesehatan di Kabupaten Bogor; 

    

   Mengingat:.... 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor  2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3273); 

  3. Undang-Undang    Nomor    13    Tahun    1998    tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor190, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431); 

  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah 
Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor   60,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 
Indonesia Nomor 4845); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

    

   10. Undang-Undang.... 
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  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

  11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara   

Republik Indonesia Nomor 5571); 

  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014   Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan                  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia Nomor 5679); 

  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5887); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah, terakhir  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

   20. Peraturan.... 
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  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 
Lingkungan Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 403); 

  22. Peraturan Menteri Kesehatan 15 Tahun 2016 tentang 
Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 550); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009            
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 37); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016                 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 96); 

  26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2016 Nomor 48); 

  27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 

Nomor 52); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PELAYANAN 
KESEHATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH 
HAJI TAHAP KEDUA ATAU LANJUTAN KEPADA PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI 

KABUPATEN BOGOR. 

 

  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 

   2. Pemerintah…. 
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  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. 

  3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

  4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut 
Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya. 

  5. Pelayanan  kesehatan  adalah  kegiatan  dalam rangka 
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

(Promotif), mencegah dan menyembuhkan  Penyakit  
(preventivif  dan kuratif)  serta  memulihkan  kesehatan 
(rehabilitatif) baik untuk perseorangan, keluarga, 

kelompok dan masyarakat yang dilaksanakan secara 

menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. 

  6. Retribusi    pelayanan    kesehatan    selanjutnya disebut 
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

  7. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemilik 
Sarana atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-
obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang 

digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan. 

  8. Jasa  pelayanan  adalah  imbalan  yang  diterima oleh   
pelaksana   pelayanan   atas   jasa   yang diberikan kepada 
pasien, pemohon dalam rangka observasi, diagnosa, 

pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau 

pelayanan lainnya. 

  9. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama 
Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan 

ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

  10. Pemeriksaan  Kesehatan  Jemaah  Haji  adalah  rangkaian 
kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang 

diselenggarakan secara komprehensif. 

 

  BAB II 

  PENUGASAN 

  Pasal 2 

 

  (1) Puskesmas diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan 
kesehatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 

tahap kedua atau lanjutan di Daerah. 

    

   (2) Berdasarkan.... 
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  (2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Puskesmas berwenang untuk memungut retribusi atau 

tarif layanan atas pelayanan kesehatan pemeriksaan 

kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau lanjutan. 

 

  BAB III 

  TARIF RETRIBUSI 

  Pasal 3 

 

  (1) Besaran tarif retribusi atas pelayanan kesehatan 
pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua 

atau lanjutan pada Puskesmas adalah sebagai berikut: 

   a. Jasa sarana : Rp. 25.000,- 

   b. Jasa pelayanan : Rp. 25.000.- 

    Jumlah : RP. 50.000,- 

  (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku juga sebagai besaran tarif layanan bagi 
Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

 

  BAB IV 

  PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

  Pasal 4 
 

  Atas pemungutan retribusi atau tarif layanan atas pelayanan 
kesehatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap 
kedua atau lanjutan di Daerah, Puskesmas wajib melakukan 
penatausahaan keuangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

  BAB IV 

  KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 5 
 

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   

  Agar.... 
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  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 

   Ditetapkan di Cibinong 

   pada tanggal 12 April 2019 
 

BUPATI BOGOR, 

ttd 

ADE YASIN 
 

 

Diundangkan di Cibinong 
 

pada tanggal 12 April 2019 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

ttd 

BURHANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
 

TAHUN 2019 NOMOR 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

ADE JAYA MUNADI 
Pembina Tk. I/IV.b 

NIP. 196606021997031001 

 


